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X TENAGA CADANGAN KESEHATAN

DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Gempa berkekuatan 6,4 terjadi di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul pada 30
Juni 2023 pukul 19.57 WIB. Lebih dari 116 rumah dan belasan fasilitas umum dilaporkan rusak
akibat gempa tersebut. Selain itu,  gempa juga telah mengakibatkan delapan orang mengalami
luka dan satu orang meninggal dunia. Terhadap kejadian tersebut, pemerintah daerah
setempat belum menetapkan status tanggap darurat karena dampak gempa yang lebih ringan
dibandingkan gempa pada tahun 2006. Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan setempat
menyiagakan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di wilayah gempa.
Kementerian Kesehatan juga menyiapkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk dimobilisasi
ke lokasi gempa bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

TCK merupakan sumber daya manusia yang tergabung dalam tim atau perseorangan yang
terdiri dari tenaga kesehatan dan nontenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di antaranya adalah
perawat, tenaga kesehatan masyarakat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi. Sedangkan
nontenaga kesehatan di antaranya adalah tenaga promosi kesehatan, manajemen data dan
informasi, logistik, kesehatan lingkungan, dan pelacakan (tracing). TCK disiapkan melalui
kegiatan registrasi untuk menentukan tingkat kompetensi dan pembinaan dalam kondisi
prakrisis kesehatan untuk dapat segera dimobilisasi pada situasi darurat krisis kesehatan yang
terjadi, baik yang dikarenakan oleh bencana alam, nonalam, dan sosial. Oleh karena itu, melalui
dua kegiatan tersebut, TCK sudah memiliki kompetensi dan mobilitas kapan pun dibutuhkan.

TCK termasuk dalam enam pilar transformasi kesehatan yaitu upaya ketahanan kesehatan
melalui penguatan pelayanan kebencanaan atau krisis kesehatan. Tujuan pilar pelayanan
kebencanaan adalah terciptanya kesiapsiagaan darurat kesehatan dan kapasitas penanganan
bencana, yang mencakup penyiapan rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan, penguatan
biosecurity dan biosafety, dan perekrutan serta pelatihan tenaga cadangan kedaruratan
kesehatan. 

Per tanggal 3 Juli 2023, TCK yang sudah terdaftar dalam dashboard Kementerian Kesehatan
sebanyak 11.129 individu, 188 tim, dan 361 tim medis darurat. Pada saat penanggulangan
bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat tanggal 21 November 2022, TCK telah dikerahkan
sebanyak 142 individu, 127 tim, dan 186 tim medis darurat. Selain itu, 122 TCK dikerahkan pada
saat penanggulangan gempa di Turki. Program TCK adalah menyinergikan program sejenis
pada penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan oleh institusi lain seperti BNPB,
BMKG, TNI, POLRI, dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, organisasi kemasyarakatan,
dan lainnya. Selain menyinergikan, program TCK juga diperkuat dengan pendataan dan
evaluasi. Terkait pendataan, saat ini data pendaftar TCK belum tersebar secara merata di
seluruh Indonesia melainkan masih terpusat di Pulau Jawa. 
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Sumber

memastikan upaya pemerintah dalam pemerataan TCK di seluruh Indonesia;
memastikan pemerintah agar TCK selain terlibat pada saat tanggap darurat
dan pascabencana, juga pada saat kesiapsiagaan seperti pengurangan risiko
krisis kesehatan pada masyarakat;
mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan pemerintah
terkait pendayagunaan TCK setelah disahkannya RUU Kesehatan; dan
mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam
mengkoordinasikan, mengkolaborasi, dan mengintegrasikan pelayanan
kesehatan secara menyeluruh dan holistik di wilayahnya yang berasal dari
berbagai bantuan dan relawan.

TCK dibentuk dalam rangka memperkuat kapasitas dan kuantitas sumber daya
manusia kesehatan di wilayah setempat pada situasi KLB, wabah, dan darurat
bencana lainnya. Terhadap program TCK, Komisi IX DPR RI perlu:
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X Dalam RUU Kesehatan, TCK diatur pada bagian terkait penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB), wabah, dan darurat bencana lainnya. RUU Kesehatan  juga memberikan amanat
dibentuknya peraturan pemerintah terkait pendayagunaan TCK. Oleh karenanya segera setelah
RUU Kesehatan disahkan, pemerintah perlu segera mengatur lebih rinci mengenai hak dan
kewajiban, jaminan kesehatan, proses registrasi dan kredensial, pentahapan, sinergitas lintas
sektor terkait, serta evaluasi program TCK.

antaranews.com, 26 Juni 2023;
kemenkes.go.id, 1 & 3 Juli 2023;
Kompas, 2 Juli 2023.
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